
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 33 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TU<'.3AS POKOK DAN FUNGSI 
BAD AN PEMB:ERDA YAAN MASYARAKAT 

KOTA nnoJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 
Tahun 2008 tentanq Orqanisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka 

• 

dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pemberdayaan �Aasyarakat Kota Mojokerto dalam Peraturan Walikota 
Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Javza Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqan Negara 
(lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernba.an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana te-ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

• 

2008 tentang F'erubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

• 

5. Undang-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 

• 
• 

• 



• 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1if0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 
Provinsi dan -Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanq Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 8£1, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengedolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007 
tenta ng Perubahan atas Peraturar. Menteri Dalam Negeri Norn or 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunju] Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentanq 

' 
• 

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; • 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentanq 
Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. 

M!:MUTUSKAN : 
• 

Menetapkan : PERA.rURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS 
POKOK DAN FUl�GSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KOTA MOJOKERTCI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

- 

• 

• 

Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan : 

1. Kota adalah Kelci Mojokerto; 

2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 
• 

• 
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• 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 

4. Sekretaris Daeran adalah Sekretaris Daerah Kata Mojokerto; 

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Sadan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Mojokerto; 

6. Kepala Badan adalah Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakat 
Kata Mojokerto. 

. 
BAB II 

SUSUNAfll ORGANISASI 

Pasal2 
• 

(1) Susunan organisasi Sadan Pemberdayaan Masvarakat Kota 
Mojokerto terdiri atas : 

s 

' 
• 

• 

• 

a. Kepala ; 

b. Sekretariat; 

c. Sidang Ketahanan Masyarakat ; 

d. Sidang Usaha Ekonomi ; 

e. Sidang Sosial Sud .. ya Masyarakat ; 

• 
• • 

. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1) 
rnasinq-masinq dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Sidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(3) Bagan susunan organisasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

• 

W11likota ini. 

Pasal 3 

(1) Sekretariat mempunyai tug as menyelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan dan orogram, urusan keuangan, 
kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis 
dan administratif pelaksanaan kegiatan badan se-ta 
melaksanakan 1ugas lain yang akan diberikan oleh Kepala Sadan 
Pemberdayaan Masyarakat; 

(2) Untuk menyelenggarakan tug as dimaksud pad a ayat (1 ), 
Sekretariat mernpunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Sadan 
Pernberdayaan IVlasyarakat ; 

b. Penylapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanggungjawaban; 

• 

• 
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• • 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

d. Pengelolaan administrasi kepeqawaian, keuangan dan 
perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearslpan: 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
rnasyarakatdan inventarisasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan 
dilingkungan badan . 

• 

Pasa14 

(1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program ; 

b. Sub Bagian Keuangan ; • 

c. Sub Baqia i Kepegawaian dan Umum. 

(2) Sub baqian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing 
diplmpln oleh s.eoranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanqqunq jawab kepada Sekretaris. 

Pasal5 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana kerja; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan 
di Bidang Kepeqawaian; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan 
Kepegawaian; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Badan 
Kepegawaian; 

e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka 'perencanean program 
' kerja dan rencana kerja Bidang Kepegawaian; 

f. Menyiapkan bahan evaluasl dan monitoring pelaksanaan program 
kerja; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
· dengan bidang tugasnya. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Pasal6 

Sub Bagian Keuanqan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakukan penqelolaan keuangan anggaran dinas; 

c. Mengurus pernbayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan 
keuangan lainnya; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban 
keuangar; 

e. Melaksanskari tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal7 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mernpunyal tugas : 

a. Menyusun dan mernelihara data administrasi kepegawaian serta 
data Kegiatan yang berliubungan dengan kepegawaian; 

. 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan pengembangan pegawai, mutasi pegav,ai serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian; 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian informasi dan hubungan masyarakat; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan penqelolaan 
barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan 
keamanan kantor; 

e. Melaksanakan ttJgas-tugas lain yang diberikan olen Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal8 

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan di bidang ketahanan masyarakat yang meliputi 
peningl<atan peranan kelembagaan dan ketatalaksanaan 
masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, 
pengembangan dan penyelenggarakan pemerintah kelurahan, 
pembinaan pendapatan dan kekayaan kelurahan serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Sadan sesuai bidanq tugasnya - 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bidang Ketahanan Mesverakat rnempunyai 
fungsi : 

• 

• 

• 
• 
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a. Pernberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan 
lembaga ketahanan masyarakat dan pengembangan 
sumber daya manusianya; • 

• • 

b. Pembinaan dan penyelenggaraan ketatalaksanaan lembaga 
rnasyarakat dan melakukan evaluasi perkembangannya; 

c. Pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan monitoring 
penyelenggaraan administrasi kelurahan serta pelaksanaan 
pengembangan kelurahan; 

d. Penyelenggaraan program pengarr1atan kelembagaan 
masyarakat . 

• 
Pasal 9 

(1) Bidang Ketahar,an Masyarakat terdiri alas 2 (dua) Sub Bidang 
yaitu : 

a. Sub Bidanq Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masya- 
rakat. 

b. Sub Bidanq Pengerr1bangan Sumber Daya masyarakat . 
• 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada I 

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat. 

• Pasal 10 

• 
• 

Sub Bidang Kelembaqaan dan Ketatalaksanaan IVlasyarakat 
mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dalam 
pemerintahan kelurahan dan pengembangan kelurahan; 

b. Menyiapkan petunjuk operasional, pedoman, norma, standar, 
prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan; 

c. Men�·elenggarakan penguatan kelembagaan rnasyarakat, 
rnonitorinp, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan 
kelembagaan rnasyarakat; 

d. Memberikan bimbingan dan rnelaksanakan evaluasi terhadap 
pengembangan tatalaksana masyarakat serta penyelenqqaraan, 

• pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan 
kelurahan: 

• 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi terkait, 
rnasyarakat dan lernbaga non pemerintah dalarn rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan tL1gas-tugas lain yang cioerikan olsh Kepala 
Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang't11gasnya. 

• 



7 

Pasal 1 ·1 

Sub Bidang Penqernbanqan Sumber Daya Masyarakat mempunyai 
tugas : 

a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah dalam rangka 
p<Jnguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat; 

b. Menyiapkan bahaan dalam rangka penyusunan rencar:a kegiatan 
pengembangan sumber daya masyarakat; • 

c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan 
sumber daya masyarakat dengan melaksanakan pelatihan- 
pelatihan pada masyarakat; 

• • 

• 

d. Melaksanakan usaha peningkatan sumber daya manusia dan 
mengembangkan perpustakaan Kelurahan; 

e. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring, evaluasl dan 
pelaporan dalam usaha pengembangan sumber daya masyarakat 
dalam ranqka pe/aksanaan sistem manajeman pembangunan 
partisipatif; 

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
masyarakat dan lembaga · non pemerintah dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

• 

g. Melaksanakan pembinaan operaslonal kepada aparat kelurahan 
dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur kelurahan; 

h. Melaksanakan tug as-tug as lain yang diberikan o/eh Kepala 
Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya . 

• 

Pasal 12 • 

(1) Bidang Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat dalam penge/olaan dan 
pemberdayaan sarana prasarana kelurahan, peningkatan 
produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja 
dan sektor informal, pengembangan lingkungan hidup serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesual denqan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelE,nggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal lni, Bidang Usaha Ekonomi mempunyai funqsi : 

a, Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis 
pelaksanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, monitoring dan 
pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; • 

fasilitasi, penyelenggaraan, program, 
monitoring dan pelaporan per1gembangan usaha ekonomi 
kelurahan dan kelompok masyarakat; 

b. Penyusunan 
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c. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, 
monitoring dan pelaporan pengembangan produksi dan 
pemasaran hasi/ usaha masyarakat; 

d. Penyusunan program, penyelenggaraan, fasilitasi, 
monitoring dan pelaporan pengembangan pertanian pangan 
dan peninqkatan ketahanan pangan masyarakat; 

e. Penyusunan program, penyelenggsraan, fasilitasi, 
monitoring dan pelaporan pemanfaatan sumber daya a/am, 
pemeliharaan sarans prasarana kelurahan serta pemetaan • 
kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Gu.sa (TTG) . 

• Pasal 13 
. 

(1) Bidang Usaha Ekonomi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 
a. Sub Bidang Perkreditan, Produksi, Pemasaran can 

T eknologi Te pat Gun a ; 

b. Sub Bidanq Bantuan Pembangunan dan Ekonomi 
Masyarakat. 

(2) Sub Bidang sebagaiman dimaksud pad a ayat (1) masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang ya119 
berada dioawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Usaha Ekonomi. 

Pasa/ 14 

Sub Bidang Perkreditan, Produksi, Pemasaran dan Teknologi 
Tepat Guna mempunyai tugas : 

a. Menyusun program dan memberikan petunjuk pelaksanaan 
pengembangn pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di 
bidang perkreditan, produksi dan pemasaran; 

b. Menyusun pedoman dan melakukan pembinaan usaha 
pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

c. Mernberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
program, pendayagunaan, pengkajian dan pemasyarakatan 
Teknologi Tepat Guna (ITG); 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam bidang perkreditan, produksi, pemasaran 
dan Teknologi Tepat Guna (ITG); 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidarrg Usaha Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya. 

• 

• 

• 
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Pasal 15 

Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat 
mempunyai tugas : 

a. Menyusun program dan memberikan petunjuk teknis 
pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun laporan 
pelaksanaan bantuan pembangunan.; 

Menyusun program dan memberikan petunjuk teknis 
pelaksanaan serta evaluasi, pengelolaan dan pembangunan 
sarana • prasarana kelurahan, pemberdayaan ekonomi_ 
penduduk miskin dan pengembangan pertanian pangan dan 
peningka·:an ketahanan pangan masyarakat; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam bidang bantuan pembangunan dan 
ekonomi masyarakat; 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait, rnasyarakat dan lembaga non pemerintah dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Usaha Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tuqas 
melaksanakan kebijakan dibidang sosial budaya masyarakat 
yang meliputi motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi 
dan budaya masyarakat serta melaksakan tuqas-tuqas lain 
yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai denqan bidang 
tugasnya .. 

(2) Untuk mE�nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
• 

pada ayat (1) pasal ini, Bidang Sosial Budaya- Masyarakat 
mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data motivasi, swadaya 
gotor1g royong dan tradisi budaya masyarakat; 

b. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang motivasi, 
swadaya gotong royong, tradisi dan budaya 
masyarakat; 

c. Pelaksanaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pengembangan manajemen pembangunan 
partisipatif masyarakat; 

• 

• 

• 

c. 
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• 

d. Pelaksanaan, fasilitasi, monitorning, evaluasi dan 
pelaporan pemberdayaan adat dan . pengembangan 
kerudupan sosial budaya masyarakat; 

e. Pembinaan. supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan 
dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

• 

Pasal 17 

• 
• 

berada dibawah dan bertanggungjawab ke:;,ada Kepala 
Bidang Sosial Budaya Masyarakat. 

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong , 

b. Su6 Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

Pasal 18 

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai 
tugas: 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan bimbingan 
dan motivasi guna rr1eningkatkan kesadaran dan tanggung 
jawab rnasyarakat dalam melaksanakan pembinasn, 
menumbuhkembangkan usaha ekonomi dan per.gembangan 
kehidupan sosial budaya masyarakat; 

b. Memberikan bimbingan dan motivasi guna meningkatkan 
semangat swadaya gotong royong masyarakat dalam 
pembangunan. 

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis 
keluarga rnlskin, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan 
rawan bencana alam melalui program pengembangan 
kawasan terpadu; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam bidang motivasi dan swadaya gotong 
royong; 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait, rnasyarakat dan lembaga non pemerintah dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; - 

• 

bidang Budaya Masyarakat sesuai dengan 
• 

. 
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Sosial 
tugasnya. 

f. 



• 
• 

• 
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Pasal 19 

Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat mernpunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan petunjuk 
teknis tentang peningkatan tradisi dan budaya masyarakat; 

• 
b. Memberilcan bimbingan pelaksnaan perlombean kelurahan 

dan pendataan serta pembinaan profil kelurahan dan 
kecarnatan: 

c. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemahaman 
masyarakat akan tradisi dan budaya; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan 
dan fasilitasi penqernbanqan adat, tradisl dan kehidupan 
sosial budaya masyarakat; 

e. Menviapkan bahan dalam rangka pembinaan, supervisi, 
rnonltorinq, evaluasl, pelaporan dan fasilitasi pelaksanaan 
gerakan Pernberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan usaha- 
usaha peninqkatan kesejahteraan keluarga; 

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Sosial audaya sesuai dengan bidang tugasnya. 

• 

• 

I 
• • • 

• • • 

• 

BAB Ill 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal20 

, 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat wajib melaksanakan koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun 
antar unit kerja sesuai dengan bidanq tugasnya masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan 
menqkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk pelaksanaannya. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wa/ikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walik,:ita. • 

• 



12 

Pasal 22 

Peratu·an Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanpkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah 
Kola Mojokerto. 

• 

• Ditetapkan di Mojokerto 

• 
pada tanggal 1 September 2008 

• 

Diundangkan di Mojokerto · 

Pada tanggal 1 September 2008 

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO 

• 

' 

• 

• 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR : 33 TAHUN 2008 

f'. 
�: ,. 
[. 
1' . ' ' 

' • 
' 

TANGGA.I, : 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN PEMBERDAYAA.N MASYARAKAT 
KOTA MOJOKERTO 

1 SEPTEMJilER 2008 
' . • 

KEPALA 
• 

SEKRET ARIAT 
• 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGS!ONAL • 

- 

SUBBAGIAN ' SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM &UMUM 
• 

• 

. 

BIDANG KE'iAHANAN BID,\NG USAHA BIOANG SOSIAL BUDA YA MASYARAKAT liKONOMI MASYARAKAT 

SUBBIDANG SUB BJDANG SUB BID ANG MOTN AS! KELEMBAGAAN & PERKREDITAN, DANSWADA.YA KETATALAKSANAAN PRODUKSJ, GOTONG ROYONG MASYARAKAT PEMASARAN DAN . 

TEKNOLOGI TEP AT 
GUNA 

SUB BIDANG TRADISI - 
SUBBIDANG DANBUDAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SUMBER DAYA SUB BIDANG - -- MASYARAKAT BANTU AN 

PEMBANGUNAN --- 
&EKONOMJ 

tvlASYARAKAT 

• 

·• 

• 
• 

' • 

LIKOTA MOJOKERTO 

• 


